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KEMENTERIAN PPN/Bappenas te-
lah menyusun Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung
pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045,
mewujudkan Indonesia sebagai ‘Negara
Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berke-
lanjutan’. Visi Indonesia Emas 2045 ber-
tumpu pada 4 (empat) pilar.  (1) Pem-
bangunan manusia serta penguasaan il-
mu pengetahuan dan teknologi, (2) pem-
bangunan ekonomi berkelanjutan. Kemu-
dian (3) pemerataan pembangunan, serta
(4) pemantapan ketahanan nasional dan
tata kelola kepemerintahan (Bappenas,
2023).

Pada arasy DIY, Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) DIY mengalami pening-
katan di tahun 2022 (rilis 2023). Hasil
rilis  Badan Pusat Statistik (BPS) 2023,
mengungkap capaian nilai indikator sela-
ma 2022 mengalami peningkatan cukup
signifikan. Sehingga menempatkan seba-
gai provinsi dengan nilai IDI tertinggi
yakni 85,62. Capaian ini lebih tinggi dari
tahun sebelumnya, 2021 sebesar 81,21
dan menduduki ranking 4. Capaian IDI
DIY tertinggi nasional, karena ditopang
naiknya nilai disejumlah indikator, yakni
pada apsek kebebasan, aspek kesetaraan
dan aspek kapasitas lembaga demokrasi
(KR, 6 Juli 2023).

Pemantapan Demokrasi

Dari sejumlah indikator penilaian IDI,
capaian tertinggi pada aspek keseteraan
yakni 88,76 atau lebih tinggi dari tahun
sebelumnya, 87,29. Aspek kebebasan
sebesar 85,62 atau lebih tinggi dari tahun
sebelumnya 81.21. Dan aspek Kapasita
Lembaga Demokrasi 80,17 atau sedikit
lebih kecil dari tahun sebelumnya 80,74. 

Pemantapan demokrasi di DIY yang
lebih sehat, inklusif, dan berkeadaban
merupakan langkah kunci dalam men-
dukung visi Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan pencapaian positif DIY da-

lam meningkatkan IDI, berikut ini
adalah beberapa rekomendasi bagi pilar-
pilar demokrasi, yakni pemerintah dae-
rah, masyarakat sipil, dunia usaha,
akademisi, dan pegiat media massa.
Pertama, penguatan pendidikan demo-
krasi. Perlu segera implementasikan pro-
gram pendidikan demokrasi di sekolah-
sekolah untuk meningkatkan pema-
haman dan kesadaran warga muda ten-
tang demokrasi. Pemilos (pemilihan pe-
ngurus OSIS) dapat menjadi wahana
pendidikan dan penghayatan demokrasi
sejak belia. 

Kedua, peningkatan transparansi dan
partisipasi publik. Pemda perlu secara
sadar dan tulus terus meningkatkan
transparansi dalam proses pengambilan
keputusan, termasuk dalam proses
perencanaan pembangunan dan pen-
ganggaran publik. Aktifkan portal infor-
masi yang mudah diakses masyarakat se-
cara inklusif (termasuk bagi kelompok
masyarakat penyandang disabilitas, lan-
sia, maupun kelompok rentan
lainnya dalam perspektif GED-
SI (Gender Equity, Disability,

and Social Inclusion).

Independensi Media

Ketiga, peningkatan pember-
antasan korupsi. Pemda perlu
meningkatkan transparansi da-
lam proses pengadaan barang
dan jasa serta implementasikan
mekanisme pengaduan korupsi
yang efektif. Masyarakat sipil
berperan mendukung peman-
tauan tindak korupsi dan beker-
jasama dengan lembaga anti-
korupsi untuk memberantas
praktik korupsi. Keempat,
meningkatkan praktik inklusi
dan kesetaraan dengan  men-

gadopsi perspektif GEDSI.
Kelima, menggaransi independensi me-

dia massa dan etika media. Pegiat media
massa perlu mendukung perkembangan
media independen yang etis dan bebas
dari pengaruh politik praktis serta
berkomitmen tinggi pada kode etik jur-
nalistik. Keenam,  memperkuat kemi-
traan dan kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam
pembangunan ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan. Dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat serta mempro-
mosikan nilai-nilai etika dan kebu-
dayaan.

Pemantapan demokrasi harus menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah,
masyarakat sipil, dunia usaha, akademi-
si, dan pegiat media massa. Kolaborasi
dan komitmen dari semua pihak sangat
penting untuk demokrasi yang lebih se-
hat, inklusif, dan berkeadaban, yang sela-
ras dengan visi Indonesia Emas 2045.❑-d
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Menanti Capres yang Peduli Perundungan

M Taufiq AR

KPK geledah dua rumah pribadi Syahrul
-- Usut tuntas segala bentuk korupsi.

***

717.850 liter solar diamankan.
-- Hentikan setiap penyelewengan.

***

Hadapi El Nino, BNPB operasi darat-
udara.

-- Minimalkan dampak yang di-

rasakan masyarakat.

Demokrasi Sehat dan Berkeadaban

SISWI kelas 2 SDN di Gresik Jawa
Timur itu mengalami kebutaan permanen
pada mata kanan, akibat kekerasan fisik
yang dilakukan kakak kelas setelah ia
menolak dipalak.  Perbincangan dan ka-
sus  SAH yang mata kanannya dicolok
tusuk sate, belum usai. Kini, berjarak ra-
tusan kilometer seorang pelajar SMPN di
Cimanggu Cilacap, RF harus dirawat di
rumahsakit karena mengalami patah tu-
lang rusuk, akibat perundungan. Ia
dipukul, ditendang, diseret oleh teman
yang mengenakan seragam yang sama. 

Dunia pendidikan sedang tidak baik-
baik saja. Perundungan kembali marak di
sekolah.  Realita yang menjadi ancam-
an besar bagi masyarakat terutama
satuan pendidikan. Media mencatat,
Federasi Serikat Guru Indonesia (FS-
GI) menyebut terjadinya 16 kasus sela-
ma periode Januari ñ Juli 2023.
Sementara Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) mengungkap adanya
64 aduan kekerasan pada anak di satu-
an pendidikan. 

Serangkaian tindak kekerasan ter-
hadap anak  terjadi di Indonesia : keke-
rasan seksual, pembunuhan, penelan-
taran, perundungan, perdagangan
anak dan lainnya. Membuat  miris, ka-
sus perundungan marak dengan kor-
ban dan pelaku adalah anak-anak
sekolah, bahkan masih duduk di
bangku SD. Dimana keteladanan dan
pendidikan karakter? Sekolah yang
mestinya steril kekerasan ternyata
bak api dalam sekam : menyimpan pe-
rilaku kekerasan bahkan sejak anak
masih di bangku SD.

***
KEKERASAN terhadap anak tetap

menjadi hantu menakutkan, yang meng-
ancam masa depan Indonesia.  Dunia pen-
didikan bahkan bisa dikatakan terlanda
darurat perundungan. Menjadi per-
tanyaan ketika solusi yang dilakukan pe-
merintah bukan melakukan kajian men-
dalam untuk mengurai benang kusut
yang mengakibatkan terjadinya perun-
dungan. Namun lewat Kementrian
Dikbud-Ristek dikeluarkan  Permendik-

bud-Ristek No 46/2023 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di da-
lam pasal 6 termuat bentuk kekerasan
yang ditabukan ialah : kekerasan, fisik,
kekerasan psikhis, perundungan, keke-
rasan seksualÖdst.  

Realita perundungan ini membuat
Ketua DPR RI Puan Maharani men-
dorong pemerintah mencari solusi. Ia
bahkan meminta ada penanganan
khusus. Negara menurutnya tidak boleh

membiarkan kasus perundungan tanpa
solusi yang komprehensif. Tentu bukan
sekadar regulasi menteri. Mengingat kita
juga sudah memiliki UU No 35 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Namun
bagaimana pelaksanaan aturan dalam ke-
seharian-lah yang diperlukan.

Sekolah yang semestinya menjadi tem-
pat nyaman dan aman membangun
karakter dan peradaban, sudah menjadi
tempat menakutkan dan penuh ancaman
bagi sebagian anak. Kian miris, karena
apa yang tercuat hanyalah fenomena gu-
nung es. Artinya, angka kejadian perun-

dungan  lebih besar dari pada yang terla-
porkan. Sebagaimana dalam kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan, banyak
kekerasan terhadap anak  ‘didiamkan’, di-
selesaikan secara kekeluargaan tragisnya
kadangkala dianggap hanya sebagai hal
sepele kenakalan anak-anak.

***
SAAT ini,  Indonesia dalam gegap  gem-

pita tahun politik.  Yang membuat pri-
hatin,  tidak ada seorang calon presiden
(capres) ñ dari 3 yang sudah diunggulkan
— pernah bicara soal perundungan,
apalagi memberikan solusi pencegahan
dan pemutusan mata rantainya. Padahal

seperti disebut Ketua DPR RI, apa yang
terjadi telah membuat Indonesia ber-
ada pada situasi darurat perundungan. 

Bangsa ini akan memasuki Indonesia
Emas 20 tahun mendatang. Saat itu,
anak-anak yang menjadi pelaku ñ juga
korban  — perundungan inilah yang
akan mengisi dan membawa Indonesia
ke masa depan. Akankah kita mem-
biarkan anak-anak muda yang bar-bar
akan memimpin Indonesia masa de-
pan? 

Masyarakat menanti capres yang
peduli akan kasus-kasus perundungan.
Capres yang bisa memberikan kete-
ladanan dan solusi agar perundungan
tidak terus terjadi. Capres yang memi-
liki empati pada korban perundungan
dan mampu memulihkan kepercayaan
diri. Sehingga gagah menuju Indonesia
Emas 2045. Bukan malah membuat
Indonesia Cemas.  ❑-d
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Fadmi SustiwiLampu Kuning Miras Oplosan
LAGI-LAGI, korban minum-

an keras (miras) oplosan ber-

jatuhan. Dalam beberapa hari

ini, tujuh orang tewas akibat mi-

numan memabukkan itu. Lima

orang warga Bantul, dan dua

orang warga Kulonprogo. Me-

reka berpesta minuman haram

tersebut di tempat berbeda, ju-

ga dengan cara berbeda. Untuk

warga Kulonprogo, keduanya

membeli miras kurang lebih

ukuran 1 liter, 2 botol bir, 1

kaleng ginseng dan minuman

soda 2 botol ukuran 600ml.

Minuman tersebut dioplos di

dalam mobil kemudian diminum

sambil karaoke di kawasan

Pantai Samas Bantul.

Hilangnya nyawa akibat mi-

ras oplosan yang disebut

Sanres bukan kali ini saja.

Berdasarkan catatan, pada

Juni lalu seorang pelajar SMK

Bantul juga meregang nyawa

usai menenggak miras oplos-

an. Beberapa bulan sebelum-

nya, pertengahan Oktober 20-

22, tiga orang bersaudara war-

ga Bantul. Selain itu masih ada

lagi, misalnya Februari 2017 li-

ma orang mati konyol usai pes-

ta miras oplosan. Bahkan pada

Mei 2016 korban miras oplosan

di Bantul mencapai 13 orang.

Jumlah yang tidak sedikit.

Apakah di masa-masa men-

datang korban miras oplosan

masih akan berjatuhan?

Wallahu a�lam. Tapi melihat da-

ta, minimal sejak Mei tahun

2016, ternyata sampai seka-

rang korban miras oplosan

masih ada. Orang yang men-

jual miras ilegal juga masih ada.

Kemungkinan orang yang

mengkonsumsi juga ada.

Padahal aparat kepolisian terus

melakukan operasi miras ilegal,

juga pernah menangkap pen-

jual miras oplosan. Dengan ka-

sus 7 orang meninggal bela-

kangan ini, pasti pihak berwajib

juga lantas melakukan tindak

lanjut terkait peredaran miras.

Yang pasti, berjatuhannya

korban miras ini merupakan

warning atau peringatan bagi

kita semua. Harapannya,

adanya lampu kuning ini

mestinya mengingatkan kita se-

mua untuk kian mewaspadai

peredaran miras ilegal sehing-

ga tidak jatuh korban lagi di

masa-masa mendatang.

Jangan sampai kita, saudara ki-

ta, tetangga dan kawan-kawan

kita mengkonsumsi minuman

memabukkan. Jangan sampai

juga di antara kita menjual mi-

numan keras.

Di Indonesia, peredaran mi-

numan beralkohol atau minum-

an keras diatur ketat dengan

sejumlah peraturan, mulai dari

tingkat pusat hingga dae-

rah.Pada pasal  7 Perpres 74

Tahun 2013 tentang Pengen-

dalian dan Pengawasan Mi-

numan Beralkohol disebutkan,

minuman beralkohol golongan

A (kadar etil alkohol atau etanol

sampai 5 persen, golongan B

(kadar 5-20 persen), dan go-

longan C (kadar 20-55 persen)

hanya dapat dijual di hotel, bar,

dan restoran yang memenuhi

persyaratan sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang

kepariwisataan.

Kemudian Pasal 8 berbunyi,

Setiap orang dilarang meng-

konsumsi minuman beralkohol

Golongan A, Golongan B, dan

Golongan C dan minuman be-

ralkohol yang berasal dari tum-

buh-tumbuhan dan/atau bahan

alami serta memproduksi mi-

numan beralkohol dengan cara

racikan atau oplosan.

Jadi secara regulasi sudah

jelas. Sekarang tinggal bagai-

mana masyarakat mematuhi-

nya. Untuk itu tentu saja dibu-

tuhkan peran aktif dari semua

lapisan masyarakat. Misalnya,

kalau mengetahui adanya pen-

jualan miras yang tidak sesuai

ketentuan segera laporkan

kepada pihak berwajib. Begitu

juga kalau ada anggota keluar-

ga, sanak saudara atau handai

taulan mengkonsumsi miras ju-

ga harus diingatkan, jangan di-

biarkan. Kalau menjadi korban

bukan hanya dirinya sendiri

yang menyesal di akhirat, tetapi

keluarga dan orang-orang ter-

dekatnya juga pasti akan ikut

menanggung malu.

Karena itu, mari kita jauhi

segala bentuk minuman

memabukkan.Jangan sampai

jatuh korban lagi.  ❑-d
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Saatnya Membersihkan Selokan Lingkungan
SAAT ini panas dan hampir

bisa dikatakan tiada hujan.

Meski ada prediksi kemarau

lebih panjang, namun harapan

hujan sebentar lagi akan turun

tetap ada dalam diri setiap

orang. Bagaimanapun, kondisi

panas menyengat bukan saja

membuat tidak sehat, namun

juga bisa membuat petani ke-

limpungan.

Saat ini sejatinya menjadi

waktu tepat bagi warga untuk

membersihkan selokan air

yang ada di lingkungan. Tu-

juannya satu, membuat bersih

agar tidak memampatkan jalan

air. Sehingga ketika hujan

datang, saluran air atau

selokan di lingkungan sudah

bersih, tidak ada sumbatan

dan air bisa lancar mengikuti

alurnya. Sementara, pemerin-

tah juga bisa menurunkan ar-

madanya untuk member-

sihkan gorong-gorong di jalan.

Agar sampah yang sengaja

maupun tidak sengaja dima-

sukkan, tidak menyumbat jalan

air ketika hujan datang.

Sedia payung sebelum hu-

jan, adalah peribahasa. Na-

mun bersiap dengan member-

sihkan selokan/saluran air ling-

kungan sebelum hujan datang,

agar tidak terkena banjir,

adalah aksi nyata.  ❑-d

*) Fariza, Minomartani
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